PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 121 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, diperlukan adanya penyesuaian kembali atas Peraturan
Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 2020.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita
Negara Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- |
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198); '

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 -
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan -
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611); '

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1012);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 367); '

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang -
Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 377);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1700);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang

Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1838);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);



Menetapkan
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30.

31.
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33.
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Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang
Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten
Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001
Nomor 12 seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 9);

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 72 Tahun 2016 tentang, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi (Berita
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 72);

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019
Nomor 65) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2019 Nomor 61).

Keputusan Bupati Bekasi Nomor 915.4/Kep.10-Adm.Pem/2020
tentang Pengesahan Pelaksaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran
2020.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 62) di ubah sebagai berikut :

Pasal 11

. Ketentuan Pasal 17D ayat (10) diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 17D
(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan



kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan |

dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diniaksud pada

ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak

ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19), antara lain berupa:

a. kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019

(COVID-19); dan/atau

b. jaring pengaman sosial di Desa.

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang

ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi. |

Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17D ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga

miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima

manfaat.

Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan

kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai

berikut:

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa
bersangkutan; dan

b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan
(PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa

sebagaimana  dimaksud pada ayat (7)  huruf a

mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS) dari Kementerian Sosial.

Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebesar:

a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama

sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;




b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat
sampai  dengan bulan keenam per keluarga penerima
manfaat,

(10) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan paling cepat bulan

April 2020.

(11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan,
penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan
pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan bleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 17E

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak
melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17D ayat (6), dikenakan sanksi berupa penghentian
penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah
Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga
penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

(3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala desa
yang diketahui oleh Bupati atau dapat didelegasikan kepada Camat.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah dan ditambah 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal
18A dan 18B sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 18

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat
Desa berupa: -

. peningkatan kualitas hidup;

a
b. peningkatan kesejahteraan;

o

penanggulangan kemiskinan; dan

o,

. peningkatan pelayanan publik.




. Pasal 18A
(1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar
yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup
masyarakat.
(2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatari; b.
menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan d.
meningkatkan pendapatan asli Desa.
(3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 -
ayat (2) huruf ¢ diutamakan untuk:
a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat
karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat
Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga
miskin; dan
e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
(4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal
18 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan
program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
Pasal 18B
Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan

alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

6. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 Pasal baru yaitu '
Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut :




Pasal 19
(1) Kegiatan pelayanan sosial dasar meliputi:

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan

sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1) lingkunganpemukiman;

2) transportasi;

3) energi;

4) informasi dan komunikasi; dan

5) sosial.

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan
sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan,
pemulihan serta peningkatan kualitas:

1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
2) pendidikan dan kebudayaan.
c. pengadaan, pembangunan, pengembangan,serta pemeliharaan A
sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
1) usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau
perikananuntuk ketahanan pangan;
2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan
pengolahan pasca panen; dan
3) usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm)
dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek
produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
d. pengadaan, pembangunan, pengembangan,serta pemeliharaan
sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
2) penanganan bencana alam dan nonalam; dan
3) pelestarian lingkungan hidup.
e. pengadaan, pembangunan, pengembangan,serta pemeliharaan
sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
1) konflik sosial; dan
2) bencana sosial.
(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan,

sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan

melalui Musyawarah Desa.




Pasal 19A

(1) Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
huruf d angka 2 merup'akan bencana yang terjadi sebagai akibat
kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam
dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar,
paling sedikit berupa:

a. pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
b. pandemi flu burung;

c. wabah penyakit Cholera; dan/atau

d. penyakit menular lainnya.

(2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga
miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peratufan perundang-
undangan.

(3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan
mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima
Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT), Bantuan Sosial Tunai dan kartu pra kerja, serta yang
mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

(4) Dalam hal ditemukan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial,
tetap menerima BLT Dana Desa.

(5) Data Penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan social
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri
Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020.




2. Ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 di ubah Pasal
25, Pasal 26 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20
(1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) meliputi:

a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan;

b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau
penampungan air kecil lainnya;

c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga
Desa; dan

d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa
dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan
Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.

(3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa
dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 21

(1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (3) huruf ¢ dilakukan
secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya
alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di
Desa.

(2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;

b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui
pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau
mingguan; dan ¢. menciptakan lapangan kerja.

(3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.

(4) Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi,
dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11
Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Pasal 22

(1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18A ayat (4), yaitu:



a. perbaikan gizi: untuk pencegahan kekurangan gizi kronis
(stunting);

b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
c. pencegahan kematian ibu dan anak.

(2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan
di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (4), paling
sedikit meliputi:

a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);

b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus
sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan

c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan
lokal.

(3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18A ayat (4) yaitu perlindungan terhadap
kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak
dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 23

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang
pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 19A mengacu dan .
berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 27

(1) Setelah Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Pemerintah
Desa wajib mempublikasikan kepada masyarakat Desa di ruang
publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

(2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan
peran serta masyarakat Desa.

(3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di
ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4, Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :




Pasal 28
(1) Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan
musyawarah Desa tehtang perencanaan pembangunan Desa yang
menghasilkan dokumen RKP Desa. '
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 111

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 16 Desember 2020
BUPATI BEKASI

Ttd
EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal
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